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KEDUDUKAN FATWA DEWAN SYARIAH Na<(xin:
MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAW ks AL

AM KON
HUKUM NASIONAL TEKS

Oleh: Dr. K. A. Bukhori, M.Hum.
(Dosen Fakulta§ Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah
Palembang / Wakil Sekretaris ICMI Orwil Sumatera Selatan)

Pendahuluan

Pengembangan sebuah sistem perbankan berba-
sis Islam secara politis di Indonesia akhirnya diakui
sebagai bagian dari upaya tujuan pembangunan na-
sional yaitu untuk mencapai terciptanya masyarakat
adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi.’
Hal ini antara lain ditandai dengan peran aktif pemerin-
tah dalam mengembangkan industri perbankan syariah
yang diharapkan akan mampu menjadi langkah awal
bagi pengembangan sistem ekonomi yang berlandas-
kan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan,
dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syaria}h.
Peran aktif ini diturunkan tidak saja dalam level kebija-
kan perundangan, tetapi juga masuk dalam ranah prak-
fis.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah merupakan bukti pen-
gakuan pemerintah bahwa pengaturan mengenai per-

' Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press), 2009, him. 7.

—
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. elama ini ada belum Secarg
2;2:%}1( 22?1rifghgg ?Dréglusdirumuskan perundangan per.
bankan’syariah secara khusus. Sejumlah pSfUdndangan
memang telah disusun sebelumnya, yaitu Undang-yp,.
dang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sepg.
gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomgq
10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 199
merupakan landasan bagi operasionalisasi perbankan
syariah yang saat itu dianggap sebagai bank dengan
sistem bagi hasil (profit and loss sharing) daq pelum
secara spesifik sebagai perbankan dengan nllal-nilai
syariah sebagai basis operasionalnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 ten-
tang Perbankan, yang di dalamnya diatur bank ber-
dasarkan prinsip bagi hasil. kemudian mempertegas
bagaimana bank bagi hasil ini bekerja dalam perekono-
mian nasional. Sebagaimana disebutkan di dalamnya,
yang dimaksud Bank Bagi Hasil adalah Bank Umum
atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan keg-
latan semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil 2
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang lahir
kemudian merubah Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1992 tentang Perbankan semakin memperkuat
kehadiran perbankan syariah di Indonesia. Eksistensi
perbankan syariah diakui Secara eksplisit melalui Pasal
1 ayat (3) yang Menyatakan bahwa bank berdasarkan

z

Ibid, him. 5 dan him. 31
* Ibid., him. 6

f
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seiring dengan makin tingginya keb
embaga keuangan berbasis syariah, m
yndang Nomor 2_1 Tahun 2008 tentan
gyariah pun lahir yang secara spes;
pagaimana perbankan dengan prinsip syariah bekeri
4i Indonesia.* Selain sejumlah peraturan pe erja

it perbankan syariah i berundangan

terkait p yarian, sebagaimana disebutkan di
atas, perkembangan perbankan syariah dj IndonesiaI
juga didukung oleh otoritas keagamaan dalam hal in;
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara aktif mem-
perikan fatwa-fatwa hukum terkait aktivitas umat di bi-
dang ini. Fatwa-fatwa hukum MUI ada kalanya bersum-
ber dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memang
bertugas secara khusus mendampingi industri perban-
kan syariah maupun dari MUI sendiri secara langsung
sebagai jawaban atas berbagai persoalan umat.

Jumlah penduduk muslim di Indonesia yang besar
dan juga dukungan perundangan maupun fatwa hukum
Islam yang memadai, mau tidak mau membawa tuntu-
tan bagi pengelola perbankan syariah untuk mening-
katkan kualitas pelayanan keuangan berbasis nilai-nilai
syariah. Tuntutan semacam ini adalah wajar mengingat
ekspektasi yang tinggi terhadap perbankan syariahjuga
dikaitkan dengan keyakinan transenden bahwa sistem
inilah yang relevan dengan umat Islam demi mencapal
kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Untuk itulah artikel
ini dimaksudkan untuk menganalisis Kedudukan Fat-
wa Dewan Syariah Nasional Maijelis Ulama Indonesia
dalam Konteks Hukum Nasional

* Ibid., him. 7.

——

Utuhan akan
aka Undang_
g Perbankan
fik mengatur
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Dewan Syariah Nasiong|

el n Fatwa
Analisis Keduduka Nasional

MUI dalam Konteks Hukum

aturan perundang-undangan tentang perbankan
syagaerru dibandﬁngkan dengan fatwa-fatwa DSN menun.
jukkan sebagai berikut: . _
Pertama, fatwa DSN sebagal prinsip syariah yang
menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan perbankan
syariah. Pada peraturan perundang-undangan tentang
perbankan syariah selalu diatur bahwa LKS (Lemba-
ga Keuangan Syariah) dalam melaksanakan kegiatan
usahanya harus berdasarkan pada prinsip syariah.
Pengertian prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang
sesuai dengan hukum Islam yang didasarkan pada
fatwa DSN. Isi ketentuan fatwa DSN selalu didasarkan
pada Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber hukum l[s-
lam yang utama. Apabila dilakukan penyimpangan dari
prinsip syariah, terdapat sanksi administratif dan sanksi
pidana yang mengaturnya. Pengaturan sanksi ini me-
maksakan pelaku perbankan syariah untuk patuh se-
cara compliance,’ takut diberikan sanksi karena dapat
merugikan LKS dan juga nasabah. Kepatuhan ini tidak
didasarkan pada proses internalization yang mengang-
gap bahwa ketentuan fatwa DSN dapat diterima nilai
dan tujuan hukumnya®
Kedua, fatwa DSN menjadi pedoman bagi DPS (De-
wan Pengawas Syariah) dalam menjalankan tugasnya.
Keberadaan DPS pada setiap LKS adalah keharusan.

_ ® Soedjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakar%a: Ra-
jawali) 1982, him. 230

S Ibid

A
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kan anggota DPS adalah didasarkan pada

juk :
Fef"‘:n' ndasi darl.DSN. Tugas DPS yaitu mengawas;
kO naan kegiatan usaha LKS harus didasarkan

pe'E‘:LetentUa” fatwa DSN. |
P Ketiga. isi ketentuan fatwa DSN diserap ke dalam
an peraturan perundang-undangan. Peratu-
P rundang-undangan tentang perbankan syariah
ang menyerap 1S ketentuan fatwa DSN adalah per-
Juran yang khususnya mengatur bentuk akad-akad
ang dapat digunakan oleh LKS dalam melaksanakan
kegiatan usahanya. Jika melihat kepada isi pasal-pasal
4ari peraturan perundqngan tersebut, sebagian besar
isi pasal sama dengan isi fatwa DSN.

Keempat, fatwa DSN menjadi landasan hukum
bagi LKS untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
Pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan LKS pada
dasarnya harus sesuai dengan apa yang diatur dalam
peraturan perundang—undangan. Apabila tidak ada ke-
tentuan dalam peraturan perundang-undangan men-
genai kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh LKS,
maka LKS harus mendapatkan fatwa DSN sebagai lan-
dasan hukum pelaksanaan kegiatan usahanya.

Keberlakuan Fatwa DSN memiliki suatu perubahan
dalam struktur pembentukan hukum. Fatwa DSN yang
diminta oleh masyarakat pelaku perbankan syariah dis-
ebut oleh Hari Chand sebagai expression of society’s
needs and interests.” bahwa fatwa yang dibuat oleh bu-
kan lembaga pemerintah atau lembaga negara, tetap!
@Mgh_ogganisasi kemasyarakatan dapat menjelma

Se: Hari Chand, Modem Jurisprudence (Kuala Lumpur: International Law Book
Vices) 1994, p. 22.

e ——
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danya validitas pera.
. intah dengan @ .

iliki kedudukan yan
i tetap memiliki ' g
iﬁgilf:l'ng:? aad;)n?g validitas melalui Peraturan Bank

. ian terangkat melalui Undang-
Indonesia dan kemudia | K syariah harus mendapat-

hwa setiap b
LJ:I? fe??ébti)t?dulu fatwa dari DSN atas pro-d‘uk yang akan
diluncurkannya. Secara keseluruhan, Isi fatwa yang
orsifa ' mengikat ini telah berubah

bersifat nasihat dan tidak ' |
menjadi suatu ketentuan yang mengikat dan harus di-

; . pelaku yang akan melakukan kegiatan
Laeart;;rﬁg:‘?gfspegut. Peﬁgi_katan.t.erhada'p keberlakuan
fatwa ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapl dltopaqg oleh
peraturan perundang-undangan yang tentunya sifatnya
mengikat.

Jika melihat pada hierarki peraturan perundang-un-
dangan, kedudukan fatwa DSN-MUI di bidang perban-
kan syariah, tidak ada pertentangan antara peraturan
yang rendah dengan peraturan yang lebih tinggi. Ter-
dapat suatu penambahan bentuk hukum yang berlaku
di Indonesia, bahwa nasihat hukum atau pendapat hu-
kum atau legal opinion dari para ulama dapat menjadi
aturan hukum yang bersifat obligatoir, sifat obligatoir
ini tidak berdiri sendiri karena adanya fatwa tersebut,
tetapi tetap diperlukan suatu campur tangan lembaga
yang diakui yang berwenang untuk menguatkan isi fat-
wa sebagai hukum yang mengikat. Dari sini, tampakn-
ya hukum di Indonesia masih bersifat positivis. Hal ini
disebabkan adanya pandangan bahwa setiap hukum
akan mengikat bagi pelaku atas suatu perbuatan apa-

160 | Bunga Rampai Cendekiawan Muslim Sumatera Selatan
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bila diatur dalam peraturan perundan
. _ g-undangan yan
berlaku di Indonesia, karena hal tersebut telah d\;atu%

dalam UUD 1945 Pasa| 27 ayat (1), yaitu “Setiap war-
ga negara persamaan kedudukannya di dalam hukum
dan ptlamerlnta.han dan waijib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada Kecualinya.”

Di sisi lain, dengan melihat pada praktiknya, para
pelaku usaha memiliki pandangan ambiguitas terhadap
Fat\fva DSN. Kedudukan DSN tetap diperlukan sebagai
|nst_|tUS| yang dianggap berkompeten untuk dimintai pe-
tunjuk secara syariah dalam persoalan dan permasala-
han pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah. Namun,
dalam melaksanakan ketentuan Fatwa DSN para
pelaku tidak selalu tunduk padanya, tetapi berutama
pada peraturan perundang-undangan. Bagi pemerin-
tah, kedudukan DSN juga diakui sebagai institusi yang
berkompeten untuk dimintai pendapat dalam membuat
peraturan-peraturan perbankan syariah.

Terkait dengan teori positivisasi hukum Islam yang
dikemukakan oleh A. Qodri Azizy bahwa hukum Islam
bukan lagi dicari suatu upaya untuk melegalkan secara
formal atas hukum Islam di Indonesia, tetapi menjadi-
kan hukum Islam sebagai sumber pembuatan UU, putu-
san hakim, kebiasaan, dan doktrin.® Telah terjadi suatu
proses positivisasi terhadap hukum Islam yang men-
jadi sumber pembuatan UU, yaitu Fatwa DSN menjadi
pedoman dalam pembuatan UU® serta peraturan pe-
rundang-undangan di bawahnya di bidang perbankan

¢ Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam

dan Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), him. 176-177
¥ Yaitu UU No. 21 Th. 2008 tentang Perbankan Syariah

o ey i sty
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't an dalam pelaksanaan
syariah'®, dan menjadi pedom <an syariah.

' aha di bidang perban_ . .
kegg:ca)geispositivisasi yang terjadi adalah keilmuan

dengan pendekatan kultural. Slgtem hudkurrinuperban_
kan di Indonesia yang selama ini lepas dari unsur re-
ligius" menjadi memiliki nilai-nilai religius yal?g g!a.s%
ke dalam peraturan perundgng-undangan. ondisi ini
bukanlah eklektisisme di bidang hukum ek'onoml di
Indonesia, karena saat ini tetap tidak meninggalkan

sistem hukum ekonomi yang sudah berjalgn lama (sis-
tem hukum ekonomi konvensional atau gstgm hulfum
ekonomi yang tidak didasarkan pada prinsip syariah)
dan tidak memberikan penilaian bahwa sistem ekono-
mi Islam adalah lebih baik dari sistem ekonomi lainnya

yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks syari'ah, terkait dengan penggu-
naan sumber hukum yang digunakan oleh hakim bah-
wa sumber hukum yang digunakan lebih dulu adalah
yang bersifat mengikat, yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah,
dan peraturan perundang- undangan. Syariah dalam
pengertian Al-Qur'an dan As-Sunnah di sini adalah

0 Antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan
Otoritas Jasa Keuangan, dan Keputusan Menteri Keuangan.

" Menurut Anis Ibrahim, Indonesia menganut sistem perekonomian kapitalisme
atas dasar pengaruh yang dibawa oleh Belanda masa penjajahannya di Indonesia,
yaitu dengan adanya VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang didirikan
pada tahun 1602, Belanda mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi dan sosial
yang ditujukan untuk mendorong perkembangan ekonomi di Jawa demi kepentin-
gan Belanda. Kekuatan modal swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk
mengeruk keuntungan yang sebesar-sebesamya di atas tanah pemerintah demi
akumulasi kapital. Sementara penduduk pribumi dijamin hak-haknya untuk tetap
rqenja!ankan pranata-pranata hukum dan pemerintahannya sendiri. Lihat Anis Ibra-
him, Merekonstruksi Keilmuan limu Hukum dan Hukum Milenium Ketiga, cet. 1,
(Malang: In-TRANS, 2007), him. 61-62.

Esss s g
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um positif seperti yang dike
guatd hﬂ;n Djamil berikut ini. Mukakan oleh Fa-

murraari,ah merupaka_n kumpulan h

mengkqmbmas:kan hukum sebagai ag
ha:ﬁm sebagai yang seharusnya, sekaligus mzfrlga dan
hu erintah dan keadilan. Sebagai perintah T?;f;a-
nv

h adalah

ukum-hukym Tu-

1asa Tirt:jnggli(yang til?ak berubah, syaria
m positif, dan karena keadilan menjadi
2;’:::: a, sy_ariah |dea‘Il. Tepatlah pgmyatjexaan bjauh?apﬁzz
ym lslam 1t adalah *hukum positif dalam bentyj ideal”
positivisme dan idealisme dalam hukum [sjam be-
sar-benar harmonis antara satu sama lain. Pernya’taan
ni sesuai dengan firman Allah: Allah menurunkan Kitap
dengan meml?_awa kebenaran dan neraca. (Q.S. Asyu-
- 17) Demi jiwa dan penyempurnaan (Pencipta)-nya,
temudian la mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan
dan ketakwaannya. Sungguh beruntunglah orang yang
mensucikannya. Sebaliknya, sungguh merugi orang
yang mengotorinya. (Q.S. Al-Syams: 7-10).

Hukum Islam, dengan demikian, merupakan hukum
yang bersumber dari wahyu Tuhan, sekaligus melibat-
kan penalaran dan analisis manusia yang memahami
wahyu itu. litihad yang dilakukan oleh para jurist muslim
merupakan bukti kongkrit keterlibatan manusia dalam
menggali hukum yang hidup dalam masyarakat.®

Peraturan perundang-undangan yang mengadopsi
fatwa-fatwa yang dibuat oleh DSN adalah suatu pera-
fran yang berdasar pada ketentuan Al-Quran dan
As-Sunnah, karena setiap fatwa yang dibuat oleh DSN

? Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Istam, (Ciputat: L0gos Wacana limt,
1999) him. g5,

‘-’-—-—_;
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selalu menggunakan sumber hukum Al-Qur’an dan As.
Sunnah. Adanya perbedaan ketentuan antara fatv\fa
DSN dengan peraturan perundal19-l1"df‘=m_96ln lebih
mempertimbangkan pada pelaksanaan t_eknlsnya...,Fat.
wa DSN, sebagaimana halnya fatwa, tidak memper-
timbangkan prosedur atau teknis pelaksanaannya oleh
masyarakat pelaku perbankan syariah. Fatwa DSN lebih
mempertimbangkan pada konsep dan proses transaks;
saja yang kemudian dikaji dengan berlandaskan pada
Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, pendapat para ulama,
serta kaidah figh. Peraturan perundang-undangan lebih
mempertimbangkan prosedur dan teknis pelaksanaan-
nya selain konsep dan proses transaksi. Hal ini dapat
dipahami bahwa ketentuan secara teknis sangat diper-
lukan untuk mengarahkan masyarakat pelaku perban-
kan syariah dalam melaksanakan produk dan transaksi
dalam kegiatan usahanya.

Dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-un-
dangan di bidang perbankan syariah tidak bertentangan
dengan norma-norma syariah. Hal ini sejalan dengan
apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddigie bahwa,

Dalam konteks sistem hirarki norma, perlu dibeda-
kan antara pengertian syari'at dengan figh dan dengan
ganun. Menurut logika sistem hirarki itu, maka dalam
prinsip pertama, hukum suatu negara berisi norma-
norma yang tidak boleh bertentangan dengan norma
yang terkandung di dalam syari'at agama-agama yang
dianut oleh warga masyarakat. Sedangkan dalam prin-
sip yang kedua, norma-norma yang tercermin dalam
rumusan-rumusan hukum negara, haruslah merupa-
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W\

gnjabaran atau e:lab9rgsi normatif
kanri?at agamadyang d;:h":l.l.ﬂnl tolehh warga
oydl® 1 an dengan Kajian terhada
d?bandlﬂﬁ'q‘ﬁ) sendiri dalam sejarah, naaieariir;‘ig?nglan
puku onai kedua prinsip ini juga sejalan dengan, t;’;‘ an
mend erkembangan pengertian mengenai S .’ap-
tahapP gn Qanun. Pada periode pensyari'atann yaandat,
Figh, ) Syari'at Islam itu identik dengan wa?: u( par
al-té(ljsg’la m Al-Qur'an ditambah Sunnah Rasy|. Kesc(iuan:
perfungsi secara langsung sebagai Hukum, Tetapi
Yada periode kedua, yaitu periode ijtihad, Syari'at ity
ESak lag berfungsi sebagai hukum dalam arti yang ber-
slifat langsung, melainkan berkembang menjadi sumber
hUI(TJ_.mpengertian konkrit tentang hukum seperti yang
dipahami di zaman sekarang adalah Figh. Setelah
itu, baru muncul periode ketiga, tatkala pemberlakuan
rorma-norma hukum makin disadari perlunya dilegiti-
masikan oleh sistem kekuasaan umum yang sekarang
«ta kenal dengan negara. Periode ketiga inilah yang
disebut sebagai periode pengundangan atau legislasi
(dar al-tagniri). Dalam periode ketiga ini, yang diartikan
sebagai hukum adalah qanun. Di satu segi, sesuai den-
gan prinsip elaborasi norma, Qanun Islam bersumber
kepada Figh, dan Figh bersumber kepada Syari‘at. Di
pihak yang lain, sesuai prinsip hirarki norma, Qanun
tentu saja tidak boleh bertentangan dengan Figh, dan
Figh tidak bertentangan dengan Syai‘at yang berintikan
al-Qur'an dan Sunnah Rasul.”

* Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalis,.me Indonesia, ec:.0 r;\;l(s}li(
karta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R, 2006), him. -\
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0 ang terjadi dalam pengaturan perbankan
sya:;hsiisi %ergpakjan suatu proses islamisasi perun-
dang-undangan, di mana telah terjadi penerapan atay
pemberlakuan syariat secara umum. Suatu persoalan
yang seringkali mencuat kepermu_kgan atas pro d?"
kontranya penerapan syariat Islam ini. Menurthsshld-
digie, persoalan mengenai penerapan sygrlat Islam
ke dalam hukum nasional terbagi dalam tiga 'kelom_
pok, yaitu kelompok pragmatis, kelompolf Idealis,
dan kelompok realistis.'* Kelompok pragmatis agjalah
kelompok yang menentang unsur keagaamaan dimas-
ukkan ke dalam unsur kenegaraan, karena kedua un-
sur ini harus dipisahkan satu dengan lainnya.’™ Pemi-
sahan unsur keagamaan dengan unsur kenegaraan
dipandang akan menjaga persatuan bangsa dan meng-
hindari konflik,'"® Kelompok idealis merupakan kelom-
pok yang memandang bahwa pemberlakuan syariat
Islam adalah mutlak dan hanya untuk umat Islam, bu-
kan untuk umat non-Islam. Pemberlakuan syariat Islam
ini didasari pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa
Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.17

" Ibid., him. 92-102. Pembagian kelompok ini diawali dari pencoretan tujuh kata
dalam Piagam Jakarta, yaitu “... dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi
pemeluk- pemeluknya”, yang dimasukkan ke dalam Pembukaan UUD 1945, se-
hingga hanya dinyatakan “... berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ..." Peris-
tiwa ini masih terus diperdebatkan hingga saat ini, bahwa terdapat kelompok yang

menginginkan dan kelompok yang menolak pencantuman tujuh kata tersebut ke
dalam UUD 1945.

' Ibid, him. 93-97,

*® Jimly Asshiddigie menilai kelompok ini mempunyai kelemahan karena cend-
erung menyederhanakan persoalan dan tidak menyeiesaikan persoalan itu sendiri
tetapi hanya menghindari persoalan. Ibid., him, 94,

'"Jimly Asshiddigie menilai kelompok ini sangat idealis dan cenderung me-
mandang persoalan pemberlakuan syariat dari sudut pandang ideologi. Idealisme

| e R R
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m&”"ng//f D
Ok I‘eahStiS, pemberlaku e,

. kelom ; an i
i kel ng harus dilakukan tetap; t; d:zir;ar:uag.alah
Iper-

a
5esuat” ysecara politik karena syari
juamgnnsendirinya.‘8 Syariat merg;;:;;e:]ah berlaky
jend? an menyangkut keyakinan Manusia ukum tert.
ingd' aya Tuhan Yang Maha Kuasa atas d,a_kan ber.-
Jauld qn urusan kenegaraan hanya Sebagiar:r:(nyéf, se-
dﬂngn manusia.' Tampaknya, Asshiddigie te?mI dan
urudalam kelompok_terakhir ini. Masuk
ke Karena itu, Syari‘at Islam tidak perlu dan tigak boleh
diredUKSika'_’ rr]aknanya sekedar menjadi persoalan
nternal institusi negara. Ba!jwa hukum negara harys
mencerminkan esensi keadilan berdasarkan ke- Ty
hanan Yang Maha Esa, memang sudah seharusnya
jitu diwujudkan melalui prinsip yang saya (Asshiddi-
gie, pen.) namakan hirarki norma dan elaborasi norma.
symber norma yang mencerminkan keadilan berdasar-
kan Ketuhanan Yang Maha Esa itu dapat datang dari
mana saja, termasuk dari sistem syari'at Islam. Tetapi
sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah dia-
dopsikan, maka sumber norma syari‘at itu tidak perlu
disebut lagi, karena namanya sudah menjadi hukum
negara yang berlaku untuk umum dan secara nasional.
Cukuplah namanya adalah Hukum Nasional saja, yaitu
hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, meski-

pun isinya atau esensinya berasal dari norma “syariat

terhadap penerapan syariat ini pun dipersepsikan secara sempit, yaitu dengan
jam, dan sebagainya.

Penerapan hukuman pidana seperti hukum potong tangan, raj
Akibatnya, persepsi ini menimbulkan ketakutan bagi orang-orang yang kurang me-
mehami syariah, Ibid., him. 97-99.

* Ibid, him. 99

* Ibid, him. 100

—
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Me

ah dalam kegiatan pereko.-
at dihilangkan untuk saat

Islam”.? . i
Penggunaan istilah syar

. - PR da '
nomian di Indonesia, tidak E batas yang jelas antara

ini masih adanya gar .
Lrggkigggaperbankan syariah dan kegiatan P;rbankan
konvensional, di mana satu dengan lainnya tidak dapat

' ang terjadi adalah berbeda

isatukan. Namun, proses y jad} & ed
g:esr?gl;n keinginan dari kelompok idealis dan realistis

tersebut. o
Meskipun pada awalnya penerapan sy_anat di bi-
asuk dalam kategori kelompok

dang ekonomi ini termasuk ¢ ‘
idealis, bahwa adanya keinginan untuk mepjalapkan
syariat Islam secara kaffah, namun Proses islamisasi

ke dalam perundang- undangan itl_J sendir_i tidak me.la-
lui suatu proses pemaksaan, tetapl melalui proses nilai
dalam masyarakat itu sendiri. Muhammad Khalid Mas-
ud berpendapat bahwa

. untuk menerjemahkan syariah menjadi sebuah
hukum yang dilaksanakan, ... harus dilakukan peng-
galian secara mendalam terhadap norma-norma sosial
untuk mendapatkan landasan-landasan normatifnya.
Norma-norma hukum tidak dapat diwujudkan tanpa
landasan-landasannya di dalam norma-norma sosial.
Namun demikian, norma-norma sosial tersebut tidak
pernah statis. Sebagai sebuah sistem hukum yang
dinamis, fikih Islam harus terus menerus berinteraksi
dengan norma-norma sosial yang terus berubah. Per-
samaan dari kesinambungan ini diberikan oleh norma-
norma hukum, yang menghubungkan perubahan-peru-

20 ibid

i sy g
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u S —
mb{'fi«rf“"' -

Mer”
$a|1an . dengan naskah-naskah hukum?'
hal ini, norma-norma hukum yang terkand-

daﬁllaa':; Al-Qur’?n dan As-Sunnah, .telah ?nendg:gti
ond % rma sosial yang memahami akan perkem-
n(,rm-’:ln dan kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat
paﬂg,gi kemudian ditunjukka_\n dengan nilai-nilai kebe.
Ha lnsyariat yang tela'h'dulakukan oleh para pelaky
narta)ank an syariah. Hal ini memberikan suatu nilai bagi
ersyarakat itu sendiri, Nilai akan kebutuhan terhadap
mkfiS ctensi dan utilitas perbankan syariah saat ini yang
© emberikan solusi terhadap persoalan perbankan yang
gialami. Nilai kepercayaan terhadap_ pt_arbankan syariah
yang dianggap telah me_mbenka.n _n|la| lebih dibanding-
xan perbankan konvensional. Nilai terhadap MUI yang
mampu membuat suatu ketentuan perbankan syariah
cesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Jika lebih
jauh lagi, dapatlah ditarik suatu nilai pengakuan ter-
hadap ketentuan-ketentuan Allah SWT dan Rasululiah
SAW yang telah memberikan aturan-aturan di bidang
perbankan syariah ini. Atas realitas inilah, maka proses

islamisasi ke dalam perundang-undangan dapat dilaku-
kan.

Penutup

Kedudukan fatwa DSN MUI sebagai peraturan pe-
indang-undangan atau sebagai hukum positif dapat
\-_-—'—‘——

21 |
Huku;i:,um"n.m ?d Khalid Masud, “Pencarian Landasan Normatif Syariah Eara Ahli
te uslim’, Pidato Pengukuhan, dalam Dick van der Meij, ed., Dinamika Kon-

m
Porer Dalam Masyarakat Isltam, (Leiden-Jakaita: INIS, 2003), him. 15-16.
\ SR
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dikategorikan sebagai macrocosmic law, sebagaimang
yang dikemukakan oleh Vogel? Keberlakuan fatwa
DSN sebagai hukum positif adalah sebagai rule-lay
yang berlaku umum untuk seluruh pelaku perbankan
syariah meskipun fatwa ini didasarkan pada pertanyaan
satu mustafti. Justification atau legitimation fatwa DSN
berkembang dari inner-directed menjadi outer-dlrgcted.
Perkembangan ini terjadi disebabkan awal Ieglt!masi
dan justifikasi dilakukan berdasarkan self conscience
baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Legitimasi
pembuatan fatwa DSN adalah dibuat oleh MUI (DSN se-
bagai bagian dari MUI) sebagai organisasi masyarakat
yang diakui peran dan keberadaannya dalam proses
perkembangan kenegaraan. Hal ini sesuai dengan sub-
stansi pada Pasal 72 dan Pasal 8% UU No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-un-

* Vogel. Islamic.....op.cit. him.25-26.

# Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden: f. Pera-
turan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan
hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana di-
maksud pada ayat (1).

* Pasal 8 (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi
Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat
yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-
Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang seting-
kat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang di-

perintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk
berdasarkan kewenangan
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per— T
tkan Fatwa DS

an, yang menempa N MUI not
dalr;%" uu Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbaatr)migi
daariah hanya menyebut MUI sebagai rujukan resmi
Sylam penyusunan Peraturan Bank Indonesig Fatwa
daUI diakui keberadaannya dan memp

. _ an r unyai kekuatan
um mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peratu-
N per undang-undangan yang lebih tinggi atau diben-

.k berdasarkan kewenangan. Tegasnya, berdasarkan
wewenangd regulasi dari lembaga eksekutif.2s Ketika
atwa DSN berada pada zona hukum positif, pada saat
tulah terjadi outer-directed justification yang mengikat
secara hukum bagi seluruh pelaku perbankan syariah.

—

* Lihat Disertasi Febrian yang berjudul “Hirarki Aturan Hukum di Indoggsla . Pro-
9tam Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, him. 162165

e ———
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